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KEPALA DESA  JATILUHUR 

KABUPATEN KEBUMEN 

 

PERATURAN DESA JATILUHUR 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA JATILUHUR 
 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat desa harus 

dipertanggungjawabkan melalui Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa 

tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

 



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);  
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disaese 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka 

menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan; 
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);   

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2021; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 

2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 2)dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2017; 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun  

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 126); 

 



29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber 
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 3); 

31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2016 Nomor 90); 

32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67); 
33. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentan 

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di 
Desa; 

34. Peraturan Desa Jatiluhur Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2020-2025 ; 

35. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Besaran 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Kabekelan; 
36. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2020; 
37. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun 

Anggaran 2020; 

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 

Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2018 Nomor 37);  

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 54); 

3. Keputusan Camat Rowokele Nomor ; 142/3/KEP/2021                        

Tanggal  27 Januari 2021 Tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Realisasi Pertanggungjawaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 

 

 

 

 



 

Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILUHUR 

dan 

KEPALA DESA JATILUHUR  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILUHUR TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pasal 1 

 

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

 

  ANGGARAN REALISASI 

1. Pendapatan 

2. Belanja 

Surplus/Devisit 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.239.898.800,00 

1.270.019.967,00 

(30.121.167,00) 

1.229.096.164,00 

1.250.889.572,00 

(21.793.409,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan (a-b) 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

30.121.167,00 

0,00 

30.121.167,00 

 

30.121.167,00 

0,00 

30.121.167,00 

    Silpa  0,00 8.327.759,00 

 

 

 

Pasal 2 
 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa,berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020,Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 

Desember Tahun Anggaran 2020,Laporan Program Sektoral dan Program 

Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2020,Keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa,Berita Acara kesepakatan Bersama Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa,Berita Acara Musyawarah Badan 

Permusyawaratan Desa dan Berita acara Musyawarah Desa,sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I,lampiran II,Lampiran III,Lampiran IV,Lampiran 

V,Lampiran VI,Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa ini. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



BADAN PERMUSYAWARATA DESA 
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE 

KABUPATEN KEBUMEN 
 

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE 

KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat desa harus 

dipertanggungjawabkan melalui Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa 

tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 



21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disaese 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka 
menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan; 
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);   
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2021; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 2)dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2017; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun  
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 126); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber 

Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162); 



   

                                                                                                
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD 
 

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

Pada hari ini selasa  , tanggal  dua puluh enam, bulan januari  Tahun Dua ribu 
dua puluh satu, bertempat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele Kabupaten 

Kebumen dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa 
dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok 
hasil musyawarah Khusus BPD sebagai berikut : 

 
A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian 
sebagai berikut : 

 
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ 

(KURANG) 
1 2 3 4 5 

1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

407.640.667,- 403.178.272,- 4.462.395,- 

 Penyediaan Penghasilan 
Tetap Kepala Desa 

30.000.000,- 30.000.000,- 0,- 

 Penyediaan Penghasilan 

Tetap Perangkat Desa 

209.250.000,- 209.250.000,- 0,- 

 Penyediaan Jaminan Sosial 

bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

24.732.700,- 23.922.700,- 810.000,- 

 Penyediaan Operasional 

Pemerintah Desa 

54.992.467,- 51.340.072,- 3.652.395,- 

 Penyediaan Tunjangan BPD 14.460.000,- 14.460.000,- 0,- 

 Penyediaan Operasional BPD 3.084.600,- 3.084.600,- 0,- 

 Penyediaan Operasional RT 

RW 

11.389.900,- 11.389.900,- 0,- 

 Penyediaan Tambahan 

Tunjangan Kepala Desa 

1.500.000,- 1.500.000,- 0,- 

 Penyediaan Tambahan 
Tunjangan Perangkat Desa 

8.500.000,- 8.500.000,- 0,- 

 Pengelolaan kearsipan 0,- 0,- 0,- 

 Fasilitasi Pendataan 

Penduduk Miskin 

3.197.000,- 3.197.000,- 0,- 

 Penyelenggaraan 
Musyawarah Desa Lainnya 

4.177.000,- 4.177.000,- 0,- 

 Penyusunan dan Penetapan 

RKPDes 

11.387.000,- 11.387.000,- 0,- 

 Kegiatan Penyusunan dan 
Penetapan Peraturan Desa 

tentang APBDes dan 
Perubahan APBDes,LPJ 

17.280.000,- 17.280.000,- 0,- 

 Kegiatan Pengisian Perangkat 
Desa 

13.690.000,- 13.690.000,- 0,- 

2 Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

539.372.000 537.104.000 2.268.000 

 Kegiatan Penyelenggaraan 
PAUD/TK/TPQ 

20.810.000,- 20.810.000,- 0,- 

 Pelatihan pendidik PAUD 0,- 0,-  



NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ 
(KURANG) 

1 2 3 4 5 

 Kegiatan Rehab Gedung 
PAUD (teras dan kamar 

mandi) 

11.419.000,- 11.419.000,- 0,- 

 Kegiatan PMT (Pencegahan 

Stunting) 

9.800.000,- 9.800.000,- 0,- 

 Kegiatan Penyuluhan Kader 
Kesehatan 

7.529.000,- 7.529.000,- 0,- 

 Kegiatan Promosi Kesehatan 

(RDS) 

6.779.000,- 6.779.000,- 0,- 

 Kegiatan Fasilitasi peduli 
AIDS 

4.957.000,- 4.957.000,- 0,- 

 Kegiatan Pembangunan 
Peningkatan jalan Poros 

Besuki-Margolunyu Kidul 

395.100.000,- 395.100.000,- 0,- 

 Kegiatan Pemugaran RTLH 21.220.000,- 21.220.000,- 0,- 

 Kegiatan Peningkatan 

Jaringan air bersih 

59.343.000,- 57.075.000,- 2.268.000,- 

 Kegiatan Pembangunan MCK 

Bagi RTM 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan sosialisasi 
Penyuluhan tentang 

Lingkungan Hidup 

2.415.000,-,- 2.415.000,- 0,- 

3 Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

58.304.000,- 45.904.000,- 12.400.000,- 

1 Kegiatan 
Penguatan,peningkatan 

Kapasitas Linmas 

4.227.000,- 4.227.000,- 0,- 

 Kegiatan Pembinaan Grup 
Kesenian di desa 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan penyelenggaraan 

HUT RI dan Merdi Desa 
Suran 

28.690.000,- 16.290.000,- 12.400.000,- 

 Kegiatan Penyelenggaraan 
Olahraga 

7.530.000,- 7.530.000,- 0,- 

 Kegiatan Pembangunan 

Prasarana Lapangan  

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan pembinaan LKMD 2.790.000,- 2.790.000,- 0,- 

 Kegiatan pembinaan PKK 10.067.000,- 10.067.000,- 0,- 

 Kegiatan Pelatihan KPMD 0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan Fasilitasi KPMD 5.000.000,- 5.000.000,- 0,- 

4 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan Pendidikan,  

Pelatihan pemerintah Desa 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan penguatan kapasitas 

Kelompok Perempuan 
(Pelatihan Ketrampilan bahan 

dasar bambu) 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan penyuluhan 
Perlindungan Anak 

0,- 0,- 0,- 

     

5 Bidang Penanggulangan 

Bencana,Darurat,dan 
Mendesak Desa 

264.703.300,- 264.703.300,- 0,- 

 Belanja tidak terduga 28.003.300,- 28.003.300,- 0,- 

 Penganan Keadaan Mendesak 

Desa 

236.700.000,- 236.700.000,- 0,- 



 
 

 

  



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 
 

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua 
puluh satu bertempat di desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele, Kabupaten 
Kebumen dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, 

Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, 
Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka 

membahas  Rancangan laporan Pertanggungjawabanan Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2020 
 

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok 
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : 
 

A. Menyepakati laporan Pertanggungjawabanan Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2020 dengan 

rincian sebagai berikut : 
 

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ 

(KURANG) 
1 2 3 4 5 

1 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

407.640.667,- 403.178.272,- 4.462.395,- 

 Penyediaan Penghasilan 

Tetap Kepala Desa 

30.000.000,- 30.000.000,- 0,- 

 Penyediaan Penghasilan 
Tetap Perangkat Desa 

209.250.000,- 209.250.000,- 0,- 

 Penyediaan Jaminan Sosial 

bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

24.732.700,- 23.922.700,- 810.000,- 

 Penyediaan Operasional 
Pemerintah Desa 

54.992.467,- 51.340.072,- 3.652.395,- 

 Penyediaan Tunjangan BPD 14.460.000,- 14.460.000,- 0,- 

 Penyediaan Operasional BPD 3.084.600,- 3.084.600,- 0,- 

 Penyediaan Operasional RT 
RW 

11.389.900,- 11.389.900,- 0,- 

 Penyediaan Tambahan 

Tunjangan Kepala Desa 

1.500.000,- 1.500.000,- 0,- 

 Penyediaan Tambahan 
Tunjangan Perangkat Desa 

8.500.000,- 8.500.000,- 0,- 

 Pengelolaan kearsipan 0,- 0,- 0,- 

 Fasilitasi Pendataan 

Penduduk Miskin 

3.197.000,- 3.197.000,- 0,- 

 Penyelenggaraan 
Musyawarah Desa Lainnya 

4.177.000,- 4.177.000,- 0,- 

 Penyusunan dan Penetapan 
RKPDes 

11.387.000,- 11.387.000,- 0,- 

 Kegiatan Penyusunan dan 

Penetapan Peraturan Desa 
tentang APBDes dan 

Perubahan APBDes,LPJ 

17.280.000,- 17.280.000,- 0,- 

 Kegiatan Pengisian Perangkat 
Desa 

13.690.000,- 13.690.000,- 0,- 

2 Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

539.372.000 537.104.000 2.268.000 

 Kegiatan Penyelenggaraan 

PAUD/TK/TPQ 

20.810.000,- 20.810.000,- 0,- 

 Pelatihan pendidik PAUD 0,- 0,-  



NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ 
(KURANG) 

1 2 3 4 5 

 Kegiatan Rehab Gedung 
PAUD (teras dan kamar 

mandi) 

11.419.000,- 11.419.000,- 0,- 

 Kegiatan PMT (Pencegahan 

Stunting) 

9.800.000,- 9.800.000,- 0,- 

 Kegiatan Penyuluhan Kader 
Kesehatan 

7.529.000,- 7.529.000,- 0,- 

 Kegiatan Promosi Kesehatan 

(RDS) 

6.779.000,- 6.779.000,- 0,- 

 Kegiatan Fasilitasi peduli 
AIDS 

4.957.000,- 4.957.000,- 0,- 

 Kegiatan Pembangunan 
Peningkatan jalan Poros 

Besuki-Margolunyu Kidul 

395.100.000,- 395.100.000,- 0,- 

 Kegiatan Pemugaran RTLH 21.220.000,- 21.220.000,- 0,- 

 Kegiatan Peningkatan 

Jaringan air bersih 

59.343.000,- 57.075.000,- 2.268.000,- 

 Kegiatan Pembangunan MCK 

Bagi RTM 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan sosialisasi 
Penyuluhan tentang 

Lingkungan Hidup 

2.415.000,-,- 2.415.000,- 0,- 

3 Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

58.304.000,- 45.904.000,- 12.400.000,- 

1 Kegiatan 
Penguatan,peningkatan 

Kapasitas Linmas 

4.227.000,- 4.227.000,- 0,- 

 Kegiatan Pembinaan Grup 
Kesenian di desa 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan penyelenggaraan 

HUT RI dan Merdi Desa 
Suran 

28.690.000,- 16.290.000,- 12.400.000,- 

 Kegiatan Penyelenggaraan 
Olahraga 

7.530.000,- 7.530.000,- 0,- 

 Kegiatan Pembangunan 

Prasarana Lapangan  

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan pembinaan LKMD 2.790.000,- 2.790.000,- 0,- 

 Kegiatan pembinaan PKK 10.067.000,- 10.067.000,- 0,- 

 Kegiatan Pelatihan KPMD 0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan Fasilitasi KPMD 5.000.000,- 5.000.000,- 0,- 

4 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan Pendidikan,  

Pelatihan pemerintah Desa 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan penguatan kapasitas 

Kelompok Perempuan 
(Pelatihan Ketrampilan bahan 

dasar bambu) 

0,- 0,- 0,- 

 Kegiatan penyuluhan 
Perlindungan Anak 

0,- 0,- 0,- 

     

5 Bidang Penanggulangan 

Bencana,Darurat,dan 
Mendesak Desa 

264.703.300,- 264.703.300,- 0,- 

 Belanja tidak terduga 28.003.300,- 28.003.300,- 0,- 

 Penganan Keadaan Mendesak 

Desa 

236.700.000,- 236.700.000,- 0,- 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA 

TENTANG 
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA 

TAHUN 2020 

 
 

Berkaitan  dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB 

Desa di Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten/kota Kebumen 

Provinsi Jawa Tengah pada : 

 

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021 

Jam   : 08.30 WIB s/d Selesai 

Tempat  : Balai Desa Jatiluhur 

 

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, 

unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir 

terlampir. 

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku 

unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: 

 

A. Materi  

Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  

APB Desa Tahun Anggaran 2020.Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun 

Anggaran 2020. 

Kriteria Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan  APB Desa Tahun Anggaran 2020,meliputi : 

 

1. Kode Program,Kegiatan dan Kode Belanja Sesuai dengan Peraturan 

Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes). 

2. Penyesuian Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku 

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 

 Pemimpin musyawarah  :   Bambang Suhartono dari Ketua BPD 

 Notulen                     :   Novita Sari dari Sekretaris BPD 

 Narasumber      :     1. Supriyono dari  Kepala Desa 

             2. Wakhyudi dari  Sekrtaris Desa 

 

 Setelah  dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh 

peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan 

menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APB Desa Tahun 

Anggaran 2020 : 

Peserta Musyawarah Menyepakati Semua Kegiatan  dan Program 

Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020. 

 

1. Peserta Musyawarah Menyepakati Hasil Evaluasi Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  Anggaran Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


